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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4
Tahun 2018 tentang perangkat desa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak
Asasi Manusia khususnya berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan. Pasal 19 Ayat 4 menegaskan bahwa “Calon Perangkat Desa tidak
boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suami sampai dengan
derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping”.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa telah
melanggar hak Asasi Manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan? 2) Bagaimana sinkronisasi secara vertikal dan horizontal Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa
terhadap Hak Asasi Manusia? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan
pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam
pemerintahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Perangkat Desa. 2) Menganalisis sinkronisasi secara vertikal dan horizontal
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat
Desa terhadap Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan
konsep (conceptual approach). Pengumpulan data menggunakan studi dokumen pada
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis
data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa telah melanggar hak
asasi manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Larangan anak kepala desa untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa, dapat
mengurangi pilihan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokratisasi
yang ada di desa. 2) Sinkronisasi vertikal antara Perda Kabupaten Tulungagung dan
peraturan di atasnya menunjukkan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang
bersih dan transparan, Sinkronisasi horizontal merujuk pada proses penyesuaian dan
keselarasan antara berbagai Peraturan Daerah di Kabupaten Tulungagung. Meskipun
larangan ini bertujuan untuk mencegah nepotisme dan memastikan keadilan dalam
pemilihan perangkat desa, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak
mengorbankan hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

XVii



ABSTRACT

Yasir Rachman, 126103203279, Synchronization of Tulungagung Regional
Regulation Number 4 of 2018 concerning Village Apparatus with Human Rights,
Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Legal Sciences, UIN Sayyid
Ali Rahmatullah, Supervisor: Dr. Hj Nur Fadhilah, S.H.I, M.H.

Keywords:, human rights, village officials, local regulations

This research is motivated by Tulungagung Regional Regulation Number
4/2018 concerning village officials which contradicts the principles of human rights,
especially with regard to equal opportunities in government. Article 19 Paragraph 4
emphasizes that “Candidates for Village Apparatus must not be related to the Village
Head and wife/husband up to the first degree either up, down or sideways”.

The problem formulations in this study are: 1) How does Tulungagung
Regency Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning Village Apparatus
violate human rights related to equal opportunities in government? 2) How is the
vertical and horizontal synchronization of Tulungagung Regency Regional
Regulation Number 4 of 2018 concerning Village Apparatus against Human Rights?
This research aims to: 1) Describe human rights violations related to equal
opportunities in government in Tulungagung Regency Regional Regulation Number
4 of 2018 concerning Village Apparatus. 2) Analyze the vertical and horizontal
synchronization of Tulungagung Regency Regional Regulation Number 4 of 2018
concerning Village Apparatus against Human Rights.

This research is a normative juridical research using statute approach and
conceptual approach. Data collection uses document studies on secondary data
consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis using
qualitative analysis.

The results showed that: 1) Tulungagung Regency Regional Regulation No.
4/2018 on Village Apparatus has violated human rights related to equal opportunities
in government. The prohibition of the village head's children to run for village
officials can reduce the options for them to participate in the democratization process
in the village. 2) Vertical synchronization between the Tulungagung Regency Perda
and the regulations above it demonstrates an effort to create a clean and transparent
government, Horizontal synchronization refers to the process of adjustment and
alignment between various Regional Regulations in Tulungagung Regency. Although
this prohibition aims to prevent nepotism and ensure fairness in the selection of
village officials, its implementation must be done carefully so as not to sacrifice the
rights of individuals to participate in governance.
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